BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

1.1 Penelitian Sebelumnya
Penelitian sebelumnya atau disebut penelitian terdahulu berisi penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain yang substansinya sama atau mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti :
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya
	No
	Judul Penelitian
	Persamaan
	Perbedaan

	1
	Evaluasi kebijakan 
E-KTP dalam mewujudkan mutu pelayanan masyarakat di Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang Prapatan Kota Administrasi Jakarta Selatan (Ida Fitriani, Insitut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta, 2017) 
	· Metode kualitatif
· Tema/topik : Evaluasi kebijakan
· Output penelitian : 
E-KTP
	Tempat : Kelurahan pela mampang prapatan kota administrasi Jakarta selatan

	2
	Evaluasi pelaksanaan pelayanan E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat
(St. Asmarani Hindi, ipdn, 2022)
	· Metode kualitatif
· Tema/topik : Evaluasi
· Output penelitian : 
E-KTP
	Tempat : Kabupaten polewali mandar provinsi Sulawesi barat

	3
	Evaluasi kebijakan pelayanan E-KTP pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Uatara Provinsi DKI Jakarta (Zeanya Yosua Jocom, Insitut Pemerintahan dalam Negeri, 2021)
	· Metode kualitatif
· Tema/topik : Evaluasi kebijakan
· Output penelitian : 
E-KTP
	Tempat : kota Jakarta uatara provinsi DKI Jakarta 

	4
	Implementasi kebijakan E-KTP dalam mewujudkan tertib administrasi Kependudukan di Desa Jetis Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang (Ahmad Salim, Burhan Pranawa, Universitas Boyolali, 2018)
	· Metode kualitatif
· Output penelitian 
E-KTP
	· Tema/topik : implementasi kebijakan
· Tempat desa jetis kecamatan kaliwungu kabupaten semarang

	5
	Kebijakan pelayanan E-KTP di Kota Bandung (Ika Widiastuti, Universitas Krisnadwipayana, 2018)
	· Metode kualitatif
· Output penelitian :
E-KTP
	· Tema/topik : Kebijakan pelayanan
· Tempat di kota bandung 



1.2 Tinjauan Pustaka
1.2.1 Definisi Evaluasi Kebijakan
Pada umumnya kita menganggap evaluasi kebijakan adalah penilaian atas kebijakan yang tengah atau sudah diimplementasikan. Evaluasi kebijaan menurut Wollmann (2007 : 393) meliputi :
“First, evaluation research, as an analytical tool, involves investigating a policy program to obtain all information pertinent to the assessment of its performance, both process and result, second, evaluation as a phase of the policy cycle more generally refers to the reporting of such information back to the policy-making process.”
Menurut Wollman (2007 : 393) terdapat tiga tipe evaluasi kebijakan yaitu Ex-ante evaluation, Ongoing evaluation dan Ex-post evaluation.
a) Ex-ante evaluation. Adalah evaluasi kebijakan yang dilakukan sebelum kebijakan diimplementasikan. Secara hipotetik evaluasi tipe ini ditujukan untuk mengantisipasi dan memberikan penilaian awal tentang perkiraan efek atau dampak serta konsekuensi dari kebijakan yang direncanakan atau telah ditetapkan. Tujuannya adalah memberikan informasi yang relevan dengan kebijakan atau dengan proses pembuatan kebijakan yang sedang berjalan. Ex-ante evaluation adalah instrumen penting dari penentuan pilihan dari berbagai opsi kebijakan yang ada. Evaluasi tipe ini juga memberikan analisa dampak terhadap lingkungan kebijakan. 
b) Ongoing Evaluation. Mengidentifikasi dan mengukur dampak dan hasil dari program yang sedang berjalan. Esensi dari Ongoing Evaluation adalah untuk memberikan informasi yang relevan, kembali pada proses implementasi kebijakan, terutama pada tahapan tertentu dari impelementasi kebijakan saat informasi proses impelementasi kebijakan ke arah yang sesungguhnya ingin dicapai. 
c) Ex-post evaluation. Menurut Wollman ini merupakan varian klasik dari evaluasi kebijakan. Evaluasi ini ditujukan untuk memberikan penilaian terhadap tingkat pencapaian tujuan serta dampak dari kebijakan yang telah dilaksanakan. Ini juga merupakan evaluasi hasil kebijakan.
Menurut Dunn (1990:609) kemudian, evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisa kebijakan, yaitu sebagai berikut: 
a) Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu tentang seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu (misalnya perbaikan kesehatan) dan target tertentu telah dicapai. 
b) Evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuandan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secar sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Dalam menanyakan kepantasan tujuandan sasaran, analis dapat menguji alternatif sumber nilai (kelompok kepentingan, pegawai negeri, dam kelompokkelompok klien) maupun landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas (teknis, ekonomid, legal sosial dan substantif). 
c) Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan tentang memadai atau tidaknya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan bagi pada perumusan ulang masalah kebijakan. Dengan menunjukkan bahwa tujuan dan target perlu didefinisikan. Evaluasi juga dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain.
Seturut dengan itu, menurut Letser & Stewart (2000:126) evaluasi kebijakan juga berusaha untuk menilai konsekuensi kebijakan yang ditunjukan oleh dampak-dampaknya dan menilai berhasil atau tidaknya suatu kebijakan berdasar pada kriteria dan standar yang dibuat. Namun pada dasarnya ketika seseorang hendak melakukan evaluasi kebijakan ada tiga hal yang perlu diperhatikan :
i. Bahwa evaluasi kebijakan berusaha untuk memberi informasi yang valid tentang kinerja kebijakan. evaluasi dalam hal ini berfungsi untuk menilai aspek instrument (cara pelaksanaan) kebijakan dan menilai hasil dari penggunaan instrument tersebut.
ii. Evaluasi kebijakan berusaha untuk menilai kepantasan tujuan atau target dengan masalah yang dihadapi. Pada fungsi ini evaluasi kebijakan memfokuskan diri pada substansi dari kebijakan publik yang ada. Dasar asumsi yang digunakan adalah bahwa kebijakan publik dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah publik, maka evaluasi harus menilai apakah tujuan yang telah ditetapkan kebijakan tersebut benar-benar mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Yang seringkai terjadi dalam praktiknya ialah tujuan telah tercapai tetapi maslah tidak terselesaikan.
iii. Evaluasi kebijakan berusaha juga untuk memberi sumbangan pada kebijakan lain terutama dari segi metodologi. Artinya, evaluasi kebijakan diupayakan untuk menghasilan rekomendasi dari penilaian-penilaian yang dilakukan atas kebijakan yang dievaluasi. Hasil-hasil dari penelitian evaluasi tersebut dijadikan bahan belajar dari para pelaku kebijakan yang lain. Karena itu, oleh banyak scholars, fungsi kebijakan satu ini lebih bersifat produktif. Karena tidak lagi menekankan pada kritik terhadap kekurangan yang ada, tapi lebih menjurus pada perumusan pembelajaran agar kelemahan/kekurangan tidak terulang pada waktu dan tempat yang akan datang.
Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut etimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi tidak hanya dilakukan diakhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.
Winarno (2008:16), mengutip pendapat Anderson bahwa secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang cukup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut. Selanjutnya dikatakan juga menurut Letser dan Stewart evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (outcame) atau dampak (impact) dari bekerjanya suatu kebijkan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang akan diambil dimasa yang akan dating.
Menurut Subarsono (2012:122) dampak merupakan akibat lebih jauh pada masyarakat sebagai konsekuesi adanya kebijakan yang di implementasikan evaluasi kebijakan secara sederhana menurut William Dunn dalam Agustino (2008 : 187), berkenan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat manfaat kebijakan hasil kebijakan. Ketika iya bernilai bermanfaat bagi penilaian atas penyelesaian masalah, maka hasil tersebut membersumbangan pada tujuan dan sasaran bagi evaluator.
2.2.2 Definisi Kebijakan Publik
Kebijakan adalah rangkaian konsep dari asas yang digunakan secara garis besar adanya sebuah masalah. Rencana yang memiliki beberapa dasar dalam pembuatan untuk kemudian dipakai dalam bidang pekerjaan, perilaku bertindak, kepemimpinan hingga menangani masalah. Untuk kemudian kebijakan yang dikeluarkan bakal dipakai sebagai pedoman aturan bertindak.
Kebijakan publik adalah aturan yang sudah disepakati untuk dikeluarkan untuk kemudian dipakai mengatur orang hingga kelompok serta pejabat. Tujuan adanya kebijakan publik atau public policy dalam memecahkan masalah yang muncul atau juga sedang dihadapi. Pengertian kebijakan publik sebenarnya memiliki banyak penjelasan dan terbatas dari kebijakan lainnya.
Jika dilihat secara terminologi, arti kebijakan publik memang diketahui banyak dan kebanyakan tergantung dari sudut mana seseorang mengartikannya. Kebijakan publik termasuk sebagai kewenangan milik pemerintah, dilakukan dalam menjalankan tugas serta fungsi dalam hubungan di terjadi di dalam masyarakat.
 dasarnya kebijakan pemerintah digunakan untuk menata kehidupan bermasyarakat dalam segala aspek. Merupakan kebijakan uang orientasinya kepada kepentingan masyarakat tersebut, di setiap munculnya kebijakan publik secara umum akan diawali dengan perumusan masalah. Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai sektor dan bidang.
2.2.2.1 Tujuan Evaluasi
Evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut :
a. Menentukan tinkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kenijakan.
b. Mengukur tingkat efensiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui beberapa biaya dan manfaat dari suatu kegiatan.
c. Mengukur tingkat keluran (outcame) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
d. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditunjukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
e. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
f. Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan dating. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.
2.2.2.2 Pendekatan Terhadap Evaluasi Kebijkan
Menurut Dunn (1994: 405-406) ada tiga fungsi dari evaluasi kebijakan. Pertama, evaluation provide reliable and valid information about policy performance that is the extent to which needs, values and opportunities have been realized throught public action (Dunn 1994: 405) atau evaluasi kebijakan harus memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan. atau dalam Bahasa lain, fungsi kebijakan untuk menyediakan data dan informasi serta rekomendasi bagi para decision-makers untuk memutuskan apakah mereka melanjutkan, memperbaiki, atau menghentikan sebuah pelaksanaan kebijakan. Kinerja kebijakan yang dinilai dalam evaluasi kebijakan melingkupi:
a. Seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui Tindakan kebijakan atau program. Dalam hal ini evaluasi kebijakan mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu telah dicapai.
b. Apakah Tindakan yang ditempuh oleh implementing agencies sudah bener-bener efektif, responsif, akuntabel, dan adil. Dalam bagian ini evaluasi kebijakan harus juga memperhatikan persoalan-persoalan hak azasi manuisa ketika kebijakan itu dilaksanakan. Hal ini diperlukan oleh para evaluator kebijakan karena jangan sampai tujuan dan sasaran dalam kebijakan publik terlaksana, tetapi ketika itu diimplementasikan banyak melanggar perkehidupan warga.
c. Bagaimana efek dan dampak dari kebijakan itu sendiri. Dalam bagian ini evaluator kebijakan harus dapat membedakan output dan outcome yang dihasilkan dari suatu implementasi kebijakan. ketajaman penglihatan ini diperlukan oleh publik ketika hasil evaluasi kebijakan, sehingga fungsinya untuk memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya menjadi realisasi dari perwujudan right to know bagi warga masyarakat.
2.2.2.3 Kriteria Evaluasi Kebijakan
a. Efektivitas (effectiveness)
Efektivitas adalah suatu alternatif kebijakan untuk mencapai hasil yang diharapkan atau memiliki (akibat). Efektivitas juga dapat dikatakan sebagai Tindakan untuk mencapai suatu tujuan, efektivitas biasanya selalu diukur dengan hal-hal yang berkenan dengan nilai moneternya.
b. Efisiensi (eficiency)
Efisiensi adalah jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi erat hubungannya dengan efektivitas dengan usaha yang digunakan.
c. Kecukupan (adequacy)
Kecukupan adalah seberapa jauh suatu tingkat kebijakan yang dibuat apparat pemerintah untuk memuaskan kebutuhan nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan masalah. Dimaksud kecukupan itu kinerja. Kinerja adalah menilai bagaimana seseorang telah bekerja dengan target yang telah ditentukan.
d. Perataan (equity)
Perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien dan mencukupi.
e. Responsivitas (responsiveness)
Responsivitas adalah seberapa jauh kebijakan dapat menyelesaikan masalah. Preferensi, atau nilai-nilai yang terkandung untuk mengenal kebutuhan masyarakat.
f. Ketepatan (appropriateness)
Ketepatan adalah seberapa jauh hasil yang diinginkan sudah tercapai bermanfaat bagi masyarakat.

Tabel 2.2 
Kriteria Evaluasi Kebijakan Dunn

	Tipe Kriteria
	Pertanyaan

	Efektivitas
	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai ?

	Efisiensi
	Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan ?

	Kecukupan
	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah ?

	Pemerataan 
	Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda ?

	Responsivitas
	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu ?

	Ketepatan
	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai ?


Sumber : Dunn (1994:405)

2.2.2.4 Indikator Evaluasi
Untuk mengevaluasi kebijakan sangat diperlukan indikator yang jelas agar hasil evaluasinya tidak akan menjadi bias dari hal yang semestinya. Subarsono (2011:126) dalam hal ini mengutip mengutip pendapat Dunn mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan mencakup lima indikator sebagai berikut :
1. Efektivitas, apakah hasil yang diinginkan tepat tercapai 
2. Kecukupan, seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah
3. Pemerataan, apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda?
4. Responsivitas, apakah hasil kebijakan memuat preferensi / nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka?
5. Ketepatan, apakah hasil yang dicapai bermanfaat?
2.2.2.5  Tipe-tipe Evaluasi Kebijakan Publik
Jasmes Anderson membagi evaluasi kebijakan ke dalam tiga tipe. Masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi. Tipe pertama, evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, maka evaluasi kebijakan sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.
Tipe kedua merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi seperti ini berangkat dari pertanyaan-pertanyaan. Tipe evaluasi kebijakan ketiga adalah tipe evaluasi kebijakan sistematis. Tipe ini secara kompratif masih dianggap baru, tetapi akhir-akhir ini telah mendapat perhatian yang meningkat dari para peminat kebijakan publik.
2.2.3 Definisi E-KTP
KTP berbasis NIK, yang selanjutnya disebut KTP Elektronik, adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. KTP Elektronik merupakan KTP yang dilengkapi dengan chip berisi rekaman elektronik. KTP Elektronik berlaku secara nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
KTP Elektronik merupakan Identitas resmi bukti domisili penduduk; Bukti diri penduduk untuk pengurusan kepentingan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan; Bukti diri penduduk untuk pengurusan kepentingan pelayanan publik di Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan, dan Swasta yang berkaitan dengan dan tidak terbatas pada Perizinan, Usaha, Perdagangan, Jasa Perbankan, Asuransi, Perpajakan dan Pertanahan. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa: "penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku selama 5 tahun untuk warga negara Indonesia dan untuk warga asing disesuaikan dengan dengan masa berlaku izin tinggal tetap". Saat ini berubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa : "penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup untuk warga negara Indonesia dan untuk warga asing disesuaikan dengan dengan masa berlaku izin tinggal tetap". Nomor NIK yang ada di E-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya. 
Landasan hukum yang mendasari pembuatan E-KTP adalah UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, PP No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perpres No 25. Tahun 2008 tentang tata cara dan persyaratan pembuatan E-KTP, perpres No. 26 Tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis NIK secara nasional dan perpres No. 35 Tahun 2010, selanjutnya peraturan dan kebijakan administrasi kependudukan lainnya yang mendukung. Dari undang-undang tersebut, terdapat pasal-pasal penjabaran.
2.3 Kerangka Pemikiran
[bookmark: _Hlk141728658]Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut etimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi tidak hanya dilakukan diakhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.
Menurut William N. Dunn (2003:608), memberikan arti pada istilah evaluasi “Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya.Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan” (Dunn, 2003:608). Pengertian di atas menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan, dimana bagian akhir dari suatu proses kebijakan adalah evaluasi kebijakan.
Dari penjelaskan teori mengenai evaluasi kebijakan diatas dapat dikaitkan dengan kerangka pemikiran penulis bahwa evaluasi kebijakan adalah kunci keberhasilan. Seperti pada evaluasi kebijakan E-KTP di kantor kecamatan cikijing kabupaten majalengka. Hal yang diharapkan kantor kecamatan cikijing kabupaten majalengka seluruh masyarakat mempunyai E-KTP.
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ProsesIndikator Evaluasi Kebijakan:
1. Efektivitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Perataan
5. Responsivitas
6. ketepatan
(Wiliam N. Dunn (2003:608)
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